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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng terkait perkara eksploitasi anak yang 

dilakukan oleh seorang pedagang cobek bernama Tajudin bin Tatang 

Rusmana. Atas tuntutan Penuntut Umum, hakim Pengadilan Tangerang 

melepaskan Tajudin dari segala tuntutan hukum dengan dasar penerapan 

ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. 

Masalah dalam penelitian ini ialah apakah putusan yang menerapkan 

ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sejalan 

dengan asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Temuan dalam 

penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan asas 

kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci: sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, kepastian 

hukum, keadilan, kemanfaatan. 
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ABSTRACT 

This research is to analyse Tangerang District Court’s verdict number 

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng about a child exploitation done by a 

“cobek” seller. For the criminal charges by the Public Prosecutor, 

Tangerang District Court release Tajudin from every criminal 

charges by applying the “sifat melawan hukum materiil dalam 

fungsinya yang negatif” (a teaching that tells one’s actions can be 

justified by the living law, that exist outside the legislation). The core 

of the research is to analyse if the verdict that applied “ajaran sifat 

melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif” is consistent 

with principle of legal certainty, justice, and expediency. The research 

reached the conclusion that the verdict wasn’t consistent with neither 

the principle of legal certainty, justice. nor expediency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila orang tersebut melakukan 

suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun, 

untuk dapat dipidananya seseorang, perbuatan orang tersebut haruslah bersifat 

melawan hukum atau wederrechtelijk. Artinya selain membuktikan perbuatan 

terdakwa sesuai dengan seluruh unsur-unsur rumusan delik, perlu juga 

dibuktikan babhwa perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum. Apabila 

terbukti tidak ada sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, maka 

hakim harus melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana. 1  Wederrechtelijk 

digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu 

maksud. 2  Menurut Profesor Pompe 3 , ajaran melawan hukum membatasi 

perbuatan-perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawaban disamping 

adanya kesalahan pada diri pelaku. Wederrechtelijk itu berarti in strijd met het 

recht atau bertentangan dengan hukum. Artinya mempunyai arti yang lebih 

luas ketimbang in strijd met de wet atau bertentangan dengan undang-undang. 

Sehingga selain menurut peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan 

tidak tertulis juga dapat digunakan untuk menentukan apakah ada atau 

tidaknya sifat melawan hukum suatu perbuatan. 

Menurut Profesor van Hattum 4 , mengenai “wederrechtelijkheid” terdapat 

perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan “formale 

                                                           
1 P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, 
hlm. 349. 
2 Id., hlm. 347. 
3 POMPE, Handboek, hlm. 100, sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum 
Pidana Indonesia”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 350. 
4 van Hattum, Hand-en Leerboek, hlm. 224, sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, “Dasar-
Dasar Hukum Pidana Indonesia”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 351 
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wederrechtelijkheid” atau sifat melawan hukum formil dengan apa yang 

disebut ”materieele wederrechtelijkheid” atau sifat melawan hukum materiil. 

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil adanya sifat melawan hukum 

dalam suatu perbuatan dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang sudah mengatur hal tersebut. Sedangkan menurut ajaran sifat melawan 

hukum materiil, suatu perbuatan itu dapat dipandang bersifat 

“wederrechtelijkheid” atau tidak juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum 

umum dari hukum yang tidak tertulis.5  

Hukum Pidana Indonesia menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan 

materiil, namun dengan beberapa pengecualian. Ajaran sifat melawan hukum 

formil dianut dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) 6  tentang asas legalitas. Sifat 

melawan hukum formil ada yang memiliki fungsi positif maupun negatif. 

Fungsinya yang positif ialah untuk memidana seseorang. Artinya suatu 

perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila 

perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan 

suatu delik menurut undang-undang. 7  Sedangkan dalam fungsinya yang 

negatif, digunakan untuk menghapus pemidanaan atau sifat melawan hukum 

dalam perbuatan seseorang, berdasar ketentuan peraturan perundang-

undangan. Misal Pasal 48, 49, 50, 51 ayat (1) KUHP, merupakan pasal-pasal 

penghapus pidana. 

Sifat melawan hukum materiil tidak diatur dalam peraturan-perundangan, 

artinya bersumber dari hukum tidak tertulis. Adanya ajaran sifat melawan 

hukum materiil disebabkan karena di samping aturan-aturan yang 

                                                           
5 Supranote 1, hlm. 351 
6 Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” 
7 Supranote 4. 
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diundangkan, tetap berkembang aturan-aturan tidak diundangkan yang terus 

hidup dalam masyarakat, yang dirasakan lebih adil8.  

Ajaran sifat melawan hukum materiil juga memiliki fungsinya yang positif 

dan negatif. Fungsinya yang positif, artinya adanya hukum tidak tertulis yang 

menyebabkan dapat dipidananya seseorang. Sedangkan fungsinya yang 

negatif, artinya adanya hukum tidak tertulis yang dipertimbangkan untuk 

menjadi alasan penghapus sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang. 

Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas, yang jelas 

bahwa tertulis syarat seseorang dapat dipidana adalah apabila perbuatan yang 

dilakukannya ada dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang telah ada. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif 

baru diakomodasi dalam RUU KHUP Pasal 2 ayat (1).9  Sehingga di sini 

ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu 

untuk memidana seseorang tidak diperbolehkan menurut hukum pidana 

Indonesia. Namun demikian, berbeda dengan ajaran sifat melawan hukum 

materiil dalam fungsinya yang negatif. Tidak ada pelarangan yang jelas 

apakah boleh diterapkan atau tidak untuk melepaskan seseorang dari 

pemidanaan dengan dasar hukum tidak tertulis. Di Indonesia ajaran sifat 

melawan hukum materiil pernah beberapa kali diterapkan dalam putusan 

pengadilan maupun sampai putusan kasasi untuk melepaskan terdakwa. 

Beberapa contoh misalnya dalam putusan nomor 42/K/Kr/1965, 

30K/Kr/1969, 72K/Kr/1970, 43K/Kr/1973, 97K/Kr/1973, 81K/Kr/1973, 

275K/Pid/1982, 592K/Pid/1984, 641KK/Pid/1985, 102/Pts.Pid.B/1990. 

                                                           
8 Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum-Materiel Dalam Hukum 
Pidana Indonesia”, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 4. 
9 Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak 
mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang 
patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.” 
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Berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang 

negatif, dalam penulisan ini penulis akan menganalisis sebuah putusan 

Pengadilan Negeri Tangerang nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang 

menerapkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. 

Putusan ini didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang 

penjual cobek bernama Tajudin bin Tatang Rusmana asal Kampung Pojok, 

Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Tajudin 

dituntut karena diduga telah melakukan perdagangan orang yaitu eksploitasi 

anak. Hal ini diawali dengan perbuatan Tajudin membawa 2 (dua) orang anak 

keponakannya yang masih di bawah umur untuk berjualan cobek. Menurut 

jaksa, perbuatan Tajudin memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan 

orang khususnya anak. Tajudin didakwa 2 (dua) pasal alternatif, yaitu Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

Pengadilan Negeri Tangerang atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut 

memutus lepas Tajudin, dengan alasan bahwa perbuatan Tajudin membantu 

anak-anak yang dipekerjakannya menambah penghasilan untuk keluarga 

anak-anak tersebut, serta mendidik anak-anak tersebut. Alasan yang 

dilontarkan majelis hakim merupakan alasan-alasan sosial, yang tidak tertulis 

dalam peraturan tertulis.  

Berikut kutipan pertimbangan hakim dalam putusannya: 

“Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas, dari 

perbuatan terdakwa memang ada, namun dalam hal ini terdakwa kepada 

mereka, dapat membantu taraf ekonomi kepada mereka dan hasilnya 

untuk orang tua mereka, tidak ada pemaksaan baik fisik dan psikis, 

adanya kesadaran mereka, adanya persetujuan orang tuanya atau orang 

tuanya menitipkan kepada terdakwa untuk belajar penjualan ulekan atau 
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cobek, karena di daerah kampung tersebut pada umumnya pembuat 

ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam. Daerah atau kampung 

tersebut tarap ekonominya kurang mampu, banyaknya anak-anak putus 

sekolah walaupun pemerintah mendengungkan program yang mewajibkan 

anak untuk belajar minimal selama 9 tahun (wajib belajar 9 tahun).” 

Dalam pertimbangan tersebut, terlihat bahwa di sini majelis hakim 

menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang 

negatif sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum dalam perbuatan 

terdakwa. 

Di lain pihak, ajaran Cita Hukum atau Idee des Recht menyebutkann adanya 3 

(tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian 

hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan 

(zweckmasigkeit). Dikaitkan dengan teori penegakan hukum, menurut Gustav 

Radbruch penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.10 Dalam 

hal ini, penegakan hukum dilakukan oleh majelis hakim yang memutus 

perkara Tajudin bin Tatang Rusmana. Maka di sini penulis akan menganalisis 

lebih lanjut apakah tolak ukur yang dipakai majelis hakim dalam menegakan 

hukum melalui putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, sudah memenuhi 

asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus perkara 

Tajudin bin Tatang Rusmana. 

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini telah diajukan kasasi oleh Penuntut 

Umum dan hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga sudah 

berkekuatan hukum tetap atau inkracht van bewijsde. Menurut Mahkamah 

Agung pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang sudah 

tepat dan menguatkan putusan tersebut. 

                                                           
10 Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, 
Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 388 
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Untuk membahas masalah ini, penulis akan menganalisis lebih lanjut 

bagaimana majelis hakim menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil 

dalam fungsinya yang negatif dalam perkara. Selain melihat bagaimana 

penerapannya,, penulis juga akan menganalisis bagaimana hasil penerapannya 

tersebut bila diukur dengan cita hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, 

serta kemanfaatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menulis penulisan hukum 

dengan judul “Pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang Dalam 

Memutus Perkara Atas Nama Terdakwa Tajudin Bin Tatang Rusmana 

Diukur Dengan Ajaran Cita Hukum (Studi Kasus Terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng)”  

2. Masalah Hukum dalam Putusan 

Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum 

materiil dalam fungsinya yang negatif dalam kasus Tajudin bin Tatang 

Rusmana diukur dengan ajaran cita hukum yaitu asas kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan? 

 

 

 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/66da4c88dc131bf0a5d16bf975b4d8ee
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/66da4c88dc131bf0a5d16bf975b4d8ee



